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Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 23TAHUN 2022

TENTANG
PENILAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA INDIVIDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a. bahwa dalam rangka optimalisasi terwujudnya
penilaian kinerja Perangkat Daerah dan kinerja
Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman penilaian yang
proporsional, terukur, transparan dan akuntabel;

b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor
27 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat
Daerah dan Kinerja Individu di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak
sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu
dicabut;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian

Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individuy;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5362},

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 59362);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);




10.

11,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomaor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomeor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Mana jemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesta Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6340);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;



12,

13.

14,

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tetang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1226};

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman
Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556}

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA INDIVIDU.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.




3. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan
Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah istilah untuk kelompok
profesi bagi pegawai — pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah yang
terdiri dari PNS dan PPPK.

6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

7. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang, sekelompok orang
atau organisasi secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dibandingkan dengan berbagai
kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kinerja yang
telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama

8. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai
oleh setiap ASN.

9. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu
dengan membandingkannya dengan ukuran tertentu dan lebih bersifat
kuantitatif.

10. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut tingkat
pengetahuan, keahlian atau keterampilan dan sikap perilaku tertentu dari
para anggota atau pelaku.

11.Profesionalitas adalah kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat
pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-
pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan.

12.Indeks adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu
variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik
pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan.

13 Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan
untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN
yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam
upaya pengembangan profesionalisme ASN.

14.Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk
mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi,

kompetensi, kinerja, dan disiplin.




15.Instrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah bahan, alat, dan
cara yang akan digunakan untuk mendapatkan data indeks professional
berupa identitas pegawai, dimensi, dan deskripsi indikator berikut tata cara
pengisiannya

16.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana
kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai
setiap tahun.

17. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan
tugas jabatan.

18.Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau
melebihi target.

19.Pemantauan Kinerja adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Pejabat
Penilai Kinerja ASN untuk mengamati pencapaian target kinerja vang
terdapat dalam SKP.

20.Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.

21.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang
dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

22 Aktivitas Utama pada SKP adalah langkah kerja untuk melaksanakan tugas
dan fungsi dan/atau kegiatan ditujukan untuk mencapaitarget kinerja
tahunan organisasi dan direncanakan secara sistematis sesuaj hirarki
organisasi,

23.Tugas Tambahan adalah langkah kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang
tidak selalu berkaitan dengan tugas dan fungsi dilakukan atas instruksi dan
perintah pimpinan, tetapi tidak keluar dari peraturan.

24 .Penilaian Kinerja Perangkat Daerah (PD) adalah suatu penilaian atas kinerja
PD sehingga dapat memberikan gambaran yangjelas, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan tentang kinerja PD dalam hal efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Manajemen ASN,
Manajemen Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang Inventaris)
yang sesual peraturan perundang-undangan berlaku;

25.Penilaian Kinerja Perangkat Daerah adalah merupakan pedoman bagi unsur
pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati
berbagai permasalahan yang ada di Perangkat Daerah dan sebagai bahan

acuan dalam memperbaiki kinerja di tahun berikutnya;

A e .



26.Penilaian Kinerja Aparatur adalah penilaian secara periodik pelaksanaan
pekerjaan seorang ASN berdasarkan prestasi kerja

27 Pejabat Penilai Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan
ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi
pendelegasian kewenangan;

28.Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang
untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan,
pengembangan kompetensi, serta pemherian penghargaan bagi ASN.

29.Kinerja ASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada
organisasi/ unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.

30.Pemeringkatan Kinerja adalah perbandingan antara kinerja ASN dengan ASN
lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/ atau instansi.

3l.Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada
PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik.

32.Bendera Opini Penilaian Kinerja adalah suatu simbol berupa bendera yang
diberikan kepada Perangkat Daerah setelah dilakukan penilaian kinerja oleh
Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan masing-masing memiliki arti

sesuai predikat dan warna bendera tersebut.

Pasal2

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan kondisi objektif dan terukur

mengenai:

(1) Kewajaran informasi atas data-data pada 4 (empat) aspek utama yang
dinjlai yaitu pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), manajemen
ASN, pengelolaan Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barahg
Inventaris);

(2) Terwujudnya pemerintah yang transparan dan akuntabel, pelayanan publik
yang baik dan berkualitas, serta perilaku kerja yang sesuai dengan nilai-
nilai IKHLAS dalam Budaya Kerja Provinsi Kalimantan Utara;

(3) Tingkat kesesuaian dengan standar-standar baku (peraturan) dalam
pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Manajemen ASN,
Mana jemen Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang Inventaris);

(4) Kecukupan yang memadai dalam melakukan pengungkapan atas hal-hal

yang terkait dengan penilaian kinerja;




(5) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem

Pengendalian Intern {SPI) pada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penilaian Kinerja individu merupakan penilaian kondisi objektif dan terukur

meliputi 5 {lima) aspek:

a.
b.

Kinerja;

Disiplin;

c. Inovasi;

Penghargaan; dan
Kepatuhan terhadap Tertib Data Kepegawaian.

Pasal 4

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu dilakukan

berdasarkan prinsip:

a
b.
C.
d

€.

(1)

objektif;
terukur;
akuntabel;
partisipatif; dan

transparan.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Penilaian Kinerja Perangkat
Daerah dan Penilaian Kinerja Individu.
Peraturan Gubernur ini bertujuan agar terdapat standar bagi Pembina dan
Tim Penilai Kinerja dalam melaksanakan Pengukuran Penilaian Kinerja
Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu secara sistematis, terukur,

dan berkesinambungan.

Pasal 6

Ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi:
a. Pembina dan Tim Penilai Kinerja;

b. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah;

¢. Penilaian Kinerja Individu; dan

d. Penetapan dan Pemberian Penghargaan.
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BAB 1l
PEMBINA DAN TIM PENILAI KINERJA

Pasal 7

Pembinaan Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh Pembina Penilaian Kinerja
Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu.

Pembina Penilai Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

Pembina Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

a. Gubemur:

b. Wakil Gubernur;

c. Sekretaris Daerah;

d. Asisten Administrasi Umuny;

e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
f.  Asisten Perckonomian dan Pembangunan

Pembina Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi untuk:

a. Memberikan pembinaan terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja
Perangkat Daerah dan Individu di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara;

b. Memberikan penilaian akhir atas kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja
Individu yang telah dinilai dengan didukung data-data yang akurat dan
dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan kriteria-kriteria

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu.

Pasal 8
Tugas Pembina Penilai Kinerja dibantu oleh Tim Penilaian Kinerja Perangkat
Daerah dan Penilaian Kinerja Individu.
Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aparatur Sipil Negara
gabungan beberapa Perangkat Daerah yaitu:

a. Inspektorat;

b. Badan Kepegawaian Daerah; dan

¢. Biro Organisasi.

Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu

sebagaimana dimaksud pada ayat {2) bertanggung jawab kepada Pembina

Penilaian Kinerja.

Tim Penilaian Kinerja Perangkat Dacrah dan Penilaian Kinerja Individu

sebagaimana dimaksud, pada ayat {3) memiliki tugas:

a. Menyusun Kertas Kerja Indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah
dan Penilaian Kinerja Individu sebagai bahan pendukung penilaian
kinerja;

b. Memberikan penilaian atas kinerja suatu Perangkat Daerah dan Individu
berdasarkan Kertas Kerja Indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah

dan Penilaian Kinerja Individu.

BAB III
PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Target Penilaian Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 9

Target Penilaian Kinerja Perangkat Daerah yaitu seluruh Perangkat Daerah
yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pengukuran Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah yang

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Penilai Kinerja.
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Bagian Kedua
Aspek, Mekanisme, Metode dan Hasil

Pasal 10

{1) Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap aspek Utama,
Aspek Penunjang dan Self Assesment Budaya Kerja.

(2) Setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bobot,
deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan yang diuraikan dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

(4) Mekanisme Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dibagi menjadi tiga tahapan
sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan;
b. Tahapan Pelaksanaan; dan
¢. Tahapan Pelaporan

{9) Rumus Penilaian Kinerja Perangkat Daerah yaitu jumlah total hasil
perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban

indikator.

Pasal 11
Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dapat dilakukan oleh Tim Penilaian Kinerija
Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu,

Pasal 12
(1) Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur;
{2) Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) jenis hasil penilaian kinerja, yaitu
terdiri dari :

a. Berkinerja Sangat Baik, apabila memperoleh nilai akhir 86 sampai
dengan 100;

b. Berkinerja Baik, apabila memperoleh nilai akhir 71 sampai dengan 85;
Berkinerja Cukup, apabila mempercleh nilai akhir 51 sampai dengan 70;
dan

d. Berkinerja Kurang, apabila memperoleh nilai akhir 0 sampai dengan

.

dengan 50.
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Pasal 13
(1) Hasil penilaian yang dimaksud dalam pasal 12, akan diberikan dalam
bentuk Sertifikat dan Bendera.
(2) Bendera sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disebut Bendera Opini.
(3) Bendera Opini akan diberikan kepada Perangkat Daerah dengan ketentuan:
a. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Sangat Baik diberikan
Bendera Opint Warna Biru;
b. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Baik diberikan Bendera Opini
Warna Coklat;
c. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Cukup diberikan Bendera
Opini Warna Abu-Abu,
d. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Kurang diberikan Bendera

Opint Warna Hitam.

BAB IV
PENILAIAN KINERJA INDIVIDU

Bagian Kesatu
Target dan Prinsip Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Pasal 14
Pengukuran kinerja individu dilakukan terhadap seluruh ASN yang bekerja di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 15

Pengukuran kinerja individu dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

(1) Koheren yaitu kriteria yang digunakan menjadi salah satu aspek dalam
implementasi sistem merit,

(2) Kelayakan yaitu standar pengukuran disusun dengan mempertimbangkan
ketersediaan data objektif atau data riil yang melekat secara individual pada
setiap pegawai ASN.

(3) Akuntabel yaitu pengukuran kinerja individu dapat dipertanggungjawabkan
tingkat kredibilitasnya.

(4) Dapat ditiru yaitu Pengukuran kinerja individu dapat ditira dan

dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya.




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

13

Bagian Kedua
Aspek Pengukuran
Pasal 16
Pengukuran Kinerja Individu dilakukan terhadap aspek Kinerja, Disiplin,
Inovasi, Penghargaan dan Kepatuhan terhadap tertib data kepegawaian.
Setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bobot,

deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dalam aspek sistern merit.

Pasal 17

Aspek Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai

penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan peréncanaan kinerja pada

tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan

target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Aspek Kinerja diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari

keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang

mencakup sebagai berikut:

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan

b. Perilaku Kerja Pegawai {PKP).

Instrumen Pengukuran pada aspek kinerja bobot penilaiannya sebagai

berikut:

a. Bobot nilai sebesar 100 (seratus) bagi ASN yang memperoleh predikat
SKP “Sangat Baik” dalam 1 (satu) tahun terakhir;

b. Bobot nilai sebesar 90 (Sembilan puluh) bagi ASN yang memperoleh
predikat SKP “Baik” dalam 1 (satu)} tahun terakhir;

¢ Bobot nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima} bagi ASN yang memperoleh
predikat SKP “Cukup” dalam 1 (satu) tahun terakhir;

d. Bobot nilai sebesar 50 (lima puluh) bagi ASN yang memperoleh predikat
SKP “sedang” dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

e. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi ASN yang memperoleh
predikat SKP “kurang” dalam 1 (satu) tahun terakhir.



(1)

(2)
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Pasal 18
Aspek Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian
lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.
Aspek Disiplin diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
keseluruhan Pengukuran.
Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin
yang pernah diterima yang mencakup:
a. Hukuman disiplin ringan;
b. Hukuman disiplin sedang;
c¢. Hukuman disiplin berat; dan
d. Pernah mendapatkan peringatan tertulis berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan,
Instrumen Pengukuran pada Aspek disiplin bobot penilaiannya sebagai
berikut:
a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, nilai = 100;
b. Pernah mendapatkan peringatan tertulis berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan, nilai = 70;
¢. Pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan, nilai = 50;
d. Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang, nilai = 0;
€. Pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, nilai = 0
Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu yang
telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 2 (dua) tahun
terakhir.

Pasal 19
Aspek inovasi digunakan untuk mengukur keberhasilan individu dalam
melakukan inovasi lingkup perangkat daerah maupun di luar perangkat
daerahnya.
Aspek inovasi diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan
pengukuran.
Instrumen pengukuran pada aspek inovasi penilaiannya sebagai berikut:
a. Memiliki inovasi yang diikutsertakan dalam lomba inovasi tingkat
nasicnal, nilai = 100;
b. Memiliki inovasi yang diikutsertakan dalam lomba inovasi tingkat
provinsi, nilai = 75; dan

c. Tidak memiliki inovasi, nilai = 0.




(1)

()

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 20
Aspek penghargaan digunakan untuk mengukur prestasi individu dalam
tahun penilaian yang dibuktikan dengan raihan penghargaan.
Penghargaan dimaksud meliputi penghargaan atas prestasi dalam bidang
clahraga, seni, budaya, keagamaan, iptek atau penghargaan yang berkaitan
dengan kinerja yang dibuktikan dengan
sertifikat/ piagam/ plakat/ medali/piala yang  diselenggarakan  ocleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dipercleh dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun terakhir.
Aspek penghargaan diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari
keseluruhan pengukuran.
Instrumen pengukuran pada aspek penghargaan penilaiannya sebagai
berikut:

Memperoleh penghargaan tingkat Nasional, nilai = 100;
b. Memperoleh penghargaan tingkat Regional, nilai = 75;
c. Memperoleh penghargaan tingkat Provinsi, nilai = 50;
d. Memperoleh penghargaan antar Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, nilai = 25;
€. Memperoleh penghargaan tingkat Provinsi/Regional/Nasional yang
tidak berkaitan dengan kinerja, nilai = 25; dan

. Tidak memperoleh penghargaan, nilai = 0

Pasal 21
Aspek Kepatuhan terhadap Tertib Data Kepegawaian digunakan untuk
mengukur kepatuhan individu dalam pengelolaan data pada aplikasi
SIMPEG dan DMS dalam tahun penilaian.
Aspek Kepatuhan terhadap Tertib Data Kepegawaian diperhitungkan
sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan pengukuran.
Instrumen pengukuran pada aspek Kepatuhan terhadap Tertib Data
Kepegawaian bobot penilaianninya sebagai berikut:
a. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai:
- Mengunggah dokumen penilaian SKP 2 tahun terakhir pada aplikasi
DMS, nilai = 25
- Mengunggah dokumen penilaian SKP 1 tahun terakhir pada aplikasi
DMS, nilai = 15
- Tidak mengunggah dokumen penilaian SKP 2 tahun terakhir pada
aplikasi DMS, nilai = O



(3)
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Pengembangan Kompetensi:

Menginput data diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun terakhir
pada aplikasi DMS di atas 20 JP, nilai = 25

Menginput data diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun terakhir
pada aplikasi DMS di atas 10 JP sampai 19 JP, nilai = 20
Menginput data diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun terakhir
pada aplikasi DMS di bawah 10 JP, nilai = 15

Tidak menginput data diklat/bimtek/workshop/kursus, nilai = O

Riwayat Kepangkatan:

Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS lengkap, nilai = 25
Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS kurang lengkap, nilai = 15
Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS tidak ada, nilai =

Data Dasar:

Data dasar pada aplikasi SIMPEG lengkap dan sesuai kondisi
terkini, nilai = 25

Data dasar pada aplikasi SIMPEG kurang lengkap namun belum
dimutakhirkan, nilai = 15

Data dasar pada aplikasi SIMPEG tidak lengkap, nilai = 0

Data dasar scbagaimana dimaksud pada ayat (3] meliputi: NIK, Pangkat
Golongan, Tempat/Tanggal Lahir, Agama, Status Perkawinan, Alamat
Domisili, No Telepon, Email,Golongan Darah, dan Foto sesuai jabatan
terakhir.

Bagian Ketiga
Formula, Hasil Penilaian dan Penghargaan

Pasal 22

(1) Pengukuran Kinerja Individu menggunakan formula sebagai berikut:

KI = {bobot aspek kinerja x 40%}+(bobot aspek disiplin x 30%)+(bobot aspek
inovasi x 5%) + (bobot aspek penghargaan x 5%) + (bobot aspek kepatuhan

data kepegawaian x 20%]);

(2) Tata cara pengukuran kinerja individu lebih lanjut dijelaskan dalam

Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.




i

Pasal 23

Hasil pengukuran Kinerja Individu dijabarkan sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

)

(1)

(2)

a. Total nilai 85-100 memperoleh predikat sangat baik;
b, Total nilai 76-84 memperoleh predikat baik;
c. Total nilai 57-75 memperoleh predikat cukup;

Total nilal <57 mempercleh predikat kurang,

Pasal 24
Tim Penilai Kinerja Individu melakukan pemeringkatan hasil penilaian
kinerja individu.
Hasil pemeringkatan kinerja individu tersebut dapat dijadikan pertimbangan
dalam menentukan prioritas pengembangan kompetensi dan pengembangan
karier.
ASN yang memperoleh predikat penilaian ‘Sangat Baik’ diberikan
penghargaan berupa sertifikat dan diprioritaskan untuk mengikuti
pengembangan kompetensi pada tahun berikutnya.
ASN dengan predikat ‘Sangat Baik’ berdasarkan tiga peringkat teratas
diberikan tambahan tunjangan penghasilan sebesar 10% selama 12 (dua
belas) bulan pada tahun berikutnya.

BABV
PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 25
Hasil Pemeringkatan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Individu
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Pemberian penghargaan atas Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan

Penilaian Kinerja Individu akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 27
Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 27
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 19 Arustus
PolLL RT s y ASISTEM ﬁ
e e BT ADPINSTRAS) Uren GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
FlogA , . 508 KARO ORGANISAS r\Q ) Hel

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 atus
SEKRETARIS DA H PROVIN LIMANTAN UTARA,

ANSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR




BABVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 27
Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 1

SEKRETARIS DRERAH-PROVINGT KALIMANTAN UTARA.
W

SURIANSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR




LA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR?2> TAHUN 2022

TENTANG
PENILAIAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA INDIVIDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a.

bahwa dalam rangka optimalisasi terwujudnya
penilaian kinerja Perangkat Daerah dan kinerja
Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman penilaian yang
proporsional, terukur, transparan dan akuntabel,
bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor
27 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat
Daerah dan Kinerja Individu di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak
sesuai dengan kondisi saat ini, schingga perlu
dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penilaian

Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individuy;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor &5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor | Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);




10.

11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawal Negen Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negen Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6340);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;




12,

13.

14,

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tetang
Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pengukuran indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1226);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman
Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks
Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 556);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA INDIVIDU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.




3. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan
Utara,

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yvang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah istilah untuk kelompok
profesi bagi pegawai — pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah yang
terdiri dari PNS dan PPPK.

6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,

7. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang, sekelompok orang
atau organisasi secara Kkeseluruhan selama periode tertentu di dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dibandingkan dengan berbagai
kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran kinerja yang
telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama

8. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai
oleh setiap ASN.

9. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu
dengan membandingkannya dengan ukuran tertentu dan lebih bersifat
kuantitatif.

10. Profesi adalah suatu jabatan atau pekejaan yang menuntut tingkat
pengetahuan, keahlian atau keterampilan dan sikap perilaku tertentu dari
para anggota atau pelaku.

11.Profesionalitas adalah kualitas sikap anggota suatu profesi serta derajat
pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk dapat melakukan tugas-
pekerjaan sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan.

12.Indeks adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu
variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik
pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan.

13.Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan
untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN
yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam
upaya pengembangan profesionalisme ASN.

14,Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk
mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi,
kompetensi, kinerja, dan disiplin.




15.Instrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah bahan, alat, dan
cara yang akan digunakan untuk mendapatkan data indeks professional
berupa identitas pegawai, dimensi, dan deskripsi indikator berikut tata cara
pengisiannya

16.Sasaran Kinerja Pegawai vang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana
kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai
setiap tahun.

17.Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan
tugas jabatan.

18.Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau
melebihi target.

19. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Pejabat
Penilai Kinerja ASN untuk mengamati pencapaian target kinerja yang
terdapat dalam SKP.

20.Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.

21.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang
dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22 Aktivitas Utama pada SKP adalah langkah kerja untuk melaksanakan tugas
dan fungsi dan/atau kegiatan ditujukan untuk mencapaitarget kinerja
tahunan organisasi dan direncanakan secara sistematis sesuai hirarki
organisasi.

23.Tugas Tambahan adalah langkah kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang
tidak selalu berkaitan dengan tugas dan fungsi dilakukan atas instruksi dan
perintah pimpinan, tetapi tidak keluar dari peraturan.

24.Penilaian Kinerja Perangkat Daerah (PD) adalah suatu penilaian atas kinerja
PD sehingga dapat memberikan gambaran yangjelas, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan tentang kinerja PD dalam hal efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Manajemen ASN,
Manajemen Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang Inventaris)
yang sesuai peraturan perundang-undangan berlaku;

25.Penilaian Kinerja Perangkat Daerah adalah merupakan pedoman bagi unsur
pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati
berbagai permasalahan yang ada di Perangkat Daerah dan sebagai bahan

acuan dalam memperbaiki kinerja di tahun berikutnya;




26.Penilaian Kinerja Aparatur adalah penilaian secara periodik pelaksanaan
pekerjaan seorang ASN berdasarkan prestasi kerja

27 Pejabat Penila: Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilat dengan
ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi
pendelegasian kewenangan;

28.Tim Penilal Kiner ja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang
untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan,
pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi ASN.

29Kinerja ASN adalah hasil kerja yang dicapar oleh setiap ASN pada
organisasifunit sesuat dengan SKP dan Perilaku Kerja.

30.Pemeringkatan Kinerja adalah perbandingan antara kiner ja ASN dengan ASN
lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/ atau instansi.

3l.Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada
PNS atas pencapaian kinerja yang sangat baik,

32.Bendera Opini Penilaian Kinerja adalah suatu simbol berupa bendera yang
diberikan kepada Perangkat Daerah setelah dilakukan penilaian kinerja oleh
Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan masing-masing memiliki arti

sesuai predikat dan warna bendera tersebut.

Pasal 2

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan kondisi objektif dan terukur

mengenai:

(1) Kewajaran informasi atas data-data pada 4 (empat) aspek utama yang
dinilai yaitu pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), manajemen
ASN, pengelolaan Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang
Inventaris);

(2) Terwujudnya pemerintah yang transparan dan akuntabel, pelayanan publik
yang baik dan berkualitas, serta perilaku kerja yang sesuai dengan nilai-
nilai IKHLAS dalam Budaya Kerja Provinsi Kalimantan Utara;

(3) Tingkat kesesuaian dengan standar-standar baku (peraturan) dalam
pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Manajemen ASN,
Manajemen Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah (Barang Inventaris);

(4) Kecukupan yang memadai dalam melakukan pengungkapan atas hal-hal

yang terkait dengan penilatan kiner ja;




(5)

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem

Pengendalian Intern (SPI) pada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penilaian Kinerja individu merupakan penilaian kondisi objektif dan terukur

meliputi S (lima} aspek:

a.
b.

Kiner ja;

Disiplin;

c. Inovasi;

Penghargaan; dan

Kepatuhan terhadap Tertib Data Kepegawaian.

Pasa)l 4

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu dilakukan

berdasarkan prinsip:

a
b.
-}
d.
e

(1)

(@)

objektif;
terukur;
akuntabel;
partisipatif; dan

transparan.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Penilaian Kinerja Perangkat
Daerah dan Penilaian Kinerja Individu.
Peraturan Gubernur int bertujuan agar terdapat standar bagi Pembina dan
Tim Penilai Kinerja dalam melaksanakan Pengukuran Penilaian Kinerja
Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu secara sistematis, terukur,

dan berkesinambungan.

Pasal 6

Ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi:
a. Pembina dan Tim Penilai Kinerja;
b. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah;

¢. Penilaian Kinerja Individu; dan

d. Penetapan dan Pemberian Penghargaan.



(1)

(2

(3)

(4)

(1)

(2)

BAB 1
PEMBINA DAN TIM PENILAI KINERJA

Pasal 7

Pembinaan Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh Pembina Penilaian Kinerja

Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu.

Pembina Penilai Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur.

Pembina Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

a. Gubernur,

b. Wakil Gubernur;

¢. Sekretaris Daerah;

d. Asisten Administrasi Umum;

e. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan

f. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pembina Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki fungsi untuk:

a. Memberikan pembinaan terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja
Perangkat Daerah dan Individu di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara;

b. Memberikan penilaian akhir atas kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja
Individu yang telah dinilai dengan didukung data-data yang akurat dan
dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan kriteria-kriteria

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu.

Pasal 8
Tugas Pembina Penilai Kinerja dibantu oleh Tim Penilaian Kinerja Perangkat
Daerah dan Penilaian Kinerja individu.
Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.




(3)

(4)

(5)

(2)
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Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aparatur Sipil Negara
gabungan beberapa Perangkat Daerah yaitu:

a. Inspektorat;

b. Badan Kepegawaian Daerah; dan

c. Bire Organisasi.

Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu

sebagaimana dimaksud pada ayat {2) bertanggung jawab kepada Pembina

Penilaian Kinerja.

Tim Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu

sebagaimana dimaksud, pada ayat (3) memiliki tugas:

a. Menyusun Kertas Kerja Indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah
dan Penilaian Kinerja Individu sebagai bahan pendukung penilaian
kinerja;

b. Memberikan penilaian atas kinerja suatu Perangkat Daerah dan Individu
berdasarkan Kertas Kerja Indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah
dan Penilaian Kinerja Individu.

BAB ll1
PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Target Penilaian Kinerja Perangkat Daerah

Pasal 9
Target Penilaian Kinerja Perangkat Daerah yaitu seluruh Perangkat Daerah

yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Pengukuran Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah vyang

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Penilai Kinerja.




(1)

(2)

“)

(5)
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Bagian Kedua
Aspek, Mekanisme, Metode dan Hasil

Pasal 10
Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap aspek Utama,
Aspek Penunjang dan Self Assesment Budaya Kerja.
Setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bobot,
deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan yang diuraikan dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
Mekanisme Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dibagi menjadi tiga tahapan
sebagai berikut:
a. Tahapan Perencanaan;
b. Tahapan Pelaksanaan; dan
¢. Tahapan Pelaporan
Rumus Penilaian Kinerja Perangkat Daerah vyaitu jumlah total hasil
perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban

indikator.

Pasal 11

Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dapat dilakukan cleh Tim Penilaian Kinerja
Perangkat Daerah dan Penilaian Kinerja Individu.

Pasal 12

(1) Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur;

{2) Hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) jenis hasil penilaian kinerja, yaitu

terdiri dari :

a. Berkinerja Sangat Baik, apabila memperoleh nilai akhir 86 sampai
dengan 100;

b. Berkinerja Baik, apabila memperoleh nilai akhir 71 sampai dengan 85;
Berkinerja Cukup, apabila memperoleh nilai akhir 51 sampai dengan 70;
dan

d. Berkinerja Kurang, apabila memperoleh nilai akhir 0 sampai dengan

dengan 50.
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Pasal 13
(1} Hasil penilaian yang dimaksud dalam pasal 12, akan diberikan dalam
bentuk Sertifikat dan Bendera.
(2} Bendera sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disebut Bendera Opini.
(3} Bendera Opini akan diberikan kepada Perangkat Daerah dengan ketentuan:
a. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Sangat Baik diberikan
Bendera Opini Warna Biru;
b. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Baik diberikan Bendera Opini
Warna Coklat;
c. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Cukup diberikan Bendera
Opini Warna Abu-Abuy;
d. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Kurang diberikan Bendera

Opini Warna Hitam.

BAB IV
PENILAIAN KINERJA INDIVIDU

Bagian Kesatu

Target dan Prinsip Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Pasal 14
Pengukuran kinerja individu dilakukan terhadap seluruh ASN yang bekerja di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 15

Pengukuran kinerja individu dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

(1) Koheren yaitu kriteria yang digunakan menjadi salah satu aspek dalam
implementasi sistem merit.

(2} Kelayakan yaitu standar pengukuran disusun dengan mempertimbangkan
ketersediaan data objektif atau data riil yang melekat secara individual pada
setiap pegawai ASN.

(3) Akuntabel yaitu pengukuran kinerja individu dapat dipertanggungjawabkan
tingkat kredibilitasnya.

(4) Dapat ditiru yaitu Pengukuran kinerja individu dapat ditiru dan
dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya.




(1)

(2)

(1}

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Aspek Pengukuran
Pasal 16
Pengukuran Kinerja Individu dilakukan terhadap aspek Kinerja, Disiplin,
Inovasi, Penghargaan dan Kepatuhan terhadap tertib data kepegawaian.
Setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat {l1) mencakup bobot,

deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dalam aspek sistem merit.

Pasal 17

Aspek Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai

penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada

tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan

target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Aspek Kinerja diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari

keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang

mencakup sebagai berikut:

a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan

b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Instrumen Pengukuran pada aspek kinerja bobot penilaiannya sebagai

berikut:

a. Bobot nilai sebesar 100 (seratus) bagi ASN yang memperoleh predikat
SKP “Sangat Baik” dalam 1 (satu) tahun terakhir;

b. Bobot nilai sebesar 90 (Sembilan puluh) bagi ASN yang memperoleh
predikat SKP “Baik” dalam 1 (satu) tahun terakhir;

c. Bobot nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) bagi ASN yang memperoleh
predikat SKP “Cukup” dalam 1 (satu) tahun terakhir;

d. Bobot nilai sebesar 50 (lima puluh) bagi ASN yang memperoleh predikat
SKP “sedang” dalam 1 {satu) tahun terakhir; dan

e. Bobot nilai sebesar 25 {dua puluh lima) bagi ASN yang memperoleh
predikat SKP “kurang” dalam 1 (satu) tahun terakhir.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2

(3)
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Pasal 18
Aspek Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian
lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.
Aspek Disiplin diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
keseluruhan Pengukuran.
Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin
yang pernah diterima yang mencakup:
a. Hukuman disiplin ringan;
b. Hukuman disiplin sedang;
c¢. Hukuman disiplin berat; dan
d. Pernah mendapatkan peringatan tertulis berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan.
Instrumen Pengukuran pada Aspek disiplin bobot penilaiannya sebagai
berikut:
a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, nilai = 100;
b. Pernah mendapatkan peringatan tertulis berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan, nilai = 70;
¢. Pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan, nilai = 50;
d. Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang, nilai = 0;
e. Pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, nilai = 0
Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3] yaitu yang
telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 2 ({dua) tahun
terakhir,

Pasal 19
Aspek inovasi digunakan untuk mengukur keberhasilan individu dalam
melakukan inovasi lingkup perangkat daerah maupun di luar perangkat
daerahnya.
Aspek inovasi diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan
pengukuran.
Instrumen pengukuran pada aspek inovasi penilaiannya sebagai berikut:
a. Memiliki inovasi yang diikutsertakan dalam lomba inovasi tingkat
nasional, nilai = 100;
b. Memiliki inovasi yang diikutsertakan dalam lomba inovasi tingkat
provinsi, nilai = 75; dan

c. Tidak memiliki inovasi, nilai = 0.




(1)

()

(3)

(4)

(1)

(2

(3)
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Pasal 20
Aspek penghargaan digunakan untuk mengukur prestasi individu dalam
tahun penilaian yang dibuktikan dengan raihan penghargaan.
Penghargaan dimaksud meliputi penghargaan atas prestasi dalam bidang
olahraga, seni, budaya, keagamaan, iptek atau penghargaan yang berkaitan
dengan kiner ja yang dibuktikan dengan
sertifikat/ piagam/ plakat/ medali/ piala  yang  diselenggarakan oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun terakhir.
Aspek penghargaan diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari
keseluruhan pengukuran.
Instrumen pengukuran pada aspek penghargaan penilaiannya sebagai
berikut:

100;
ST
c. Memperoleh penghargaan tingkat Provinsi, nilai = 50;

a. Memperoleh penghargaan tingkat Nasional, nilai

b. Memperoleh penghargaan tingkat Regicnal, nilai

d. Memperoleh penghargaan antar Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, nilai = 25;

e. Memperoleh penghargaan tingkat Provinsi/Regional/Nasional yang
tidak berkaitan dengan kinerja, nilai = 25; dan

f. Tidak memperoleh penghargaan, nilai = 0

Pasal 21
Aspek Kepatuhan terhadap Tertib Data Kepegawaian digunakan untuk
mengukur kepatuhan individu dalam pengelolaan data pada aplikasi
SIMPEG dan DMS dalam tahun penilaian.
Aspek Kepatuhan terhadap Tertib Data Kepegawaian diperhitungkan
sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan pengukuran.
Instrumen pengukuran pada aspek Kepatuhan terhadap Tertib Data
Kepegawaian bobot penilaiannya sebagai berikut:
a. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai:
- Mengunggah dokumen penilaian SKP 2 tahun terakhir pada aplikasi
DMS, nilai = 25
-  Mengunggah dckumen penilaian SKP 1 tahun terakhir pada aplikasi
DMS, nilai = 15
- Tidak mengunggah dckumen penilaian SKP 2 tahun terakhir pada
aplikasi DMS, nilai = 0
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b. Pengembangan Kompetensi:
- Menginput data diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun terakhir

pada aplikasi DMS di atas 20 JP, nilai = 25
Menginput data diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun terakhir
pada aplikasi DMS di atas 10 JP sampai 19 JP, nilai = 20
Menginput data diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun terakhir
pada aplikasi DMS di bawah 10 JP, nilai = 15
Tidak menginput data diklat/bimtek/workshop/kursus, nilai = 0

c. Riwayat Kepangkatan:
Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS lengkap, nilai = 25
Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS kurang lengkap, nilai = 15
Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS tidak ada, nilai = 0

d. Data Dasar:
Data dasar pada aplikasi SIMPEG lengkap dan sesuai kondisi
terkini, nilai = 25
Data dasar pada aplikasi SIMPEG kurang lengkap namun belum
dimutakhirkan, nilai = 15
Data dasar pada aplikasi SIMPEG tidak lengkap, nilai = 0

(3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: NIK, Pangkat
Golongan, Tempat/Tanggal Lahir, Agama, Status Perkawinan, Alamat
Domisili, No Telepon, Email,Golongan Darah, dan Foto sesuai jabatan
terakhir.

Bagian Ketiga

Formula, Hasil Penilaian dan Penghargaan

Pasal 22
(1) Pengukuran Kinerja Individu menggunakan formula sebagai berikut:
KI = (bobot aspek kinerja x 40%)+{bobot aspek disiplin x 30%)+{bobot aspek
inovasi x 5%) + {bobot aspek penghargaan x 5%) + (bobot aspek kepatuhan
data kepegawaian x 20%];
(2) Tata cara pengukuran kinerja individu lebih lanjut dijelaskan dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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Pasal23

Hasil pengukuran Kinerja Individu dijabarkan sebagai berikut:

(1)

(2

(3)

a. Total nilai 85-100 memperoleh predikat sangat baik;
b. Total nilai 76-84 memperoleh predikat baik;

Total nilai 57-75 memperoleh predikat cukup;

Total nilai <57 memperoleh predikat kurang.

Pasal 24
Tim Penilai Kinerja Individu melakukan pemeringkatan hasil penilaian
kinerja individu.
Hasil pemeringkatan kinerja individu tersebut dapat dijadikan pertimbangan
dalam menentukan prioritas pengembangan kompetensi dan pengembangan
karier.
ASN yang memperoleh predikat penilaian ‘Sangat Baik’ diberikan
penghargaan berupa sertifikat dan diprioritaskan untuk mengikuti
pengembangan kompetensi pada tahun berikutnya.

(4) ASN dengan predikat 'Sangat Baik’ berdasarkan tiga peringkat teratas

(1)

(2)

diberikan tambahan tunjangan penghasilan sebesar 10% selama 12 (dua

belas} bulan pada tahun berikutnya.

BABV
PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 25
Hasil Pemeringkatan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Individu
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Pemberian penghargaan atas Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan

Penilaian Kinerja Individu akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nemor 27
Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu dj
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 27
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

A

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

DF H. SURIANSYAH, MAP SEKRETARE. OAERAH /{”
Flopa,s. sos KARD oRGAFISAS) 1 :
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 27
Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantian Utara (Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 27
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1! )

GUBERNUR KALIMANTAN UpARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG
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BABVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 27
Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 s

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR ZZTAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT
DAERAH

MEKANISME PENILAIAN

Kegiatan penilaian kinerja Perangkat Daerah meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu
tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan.

1.

Tahap Perencanaan
Menyusun rencana penilaian, dalam penyusunan penilaian kinerja perlu
memperhatikan hal berikut:

apop

2.

Menentukan objek atau Perangkat Daerah yang akan dinilaj;
Pengumpulan data atau informasi awal;

Waktu yang diperlukan dalam proses pelaksanaan penilaian;

Periode penilaian atau rentang waktu tertentu Perangkat Daerah yang
akan dinilai;

Hasil penilaian dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian;

Tahap Pelaksanaan

a.

o

Menjelaskan maksud dan tujuan penilaian kepada Pernagkat Daerah
yang merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait lainnya dalam
bentuk entry meeting (pertemuan pendahuluany,

Melaksanakan dan/atau mengembangkan teknik penilaian sesuai
dengan metodologi yang telah ditentukan;

Mengolah dan menganalisa data;

Menjelaskan hasil pengamatan atau observasi kepada Perangkat Daerah
yang merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait lainnya dalam
bentuk exit meeting (pertemuan akhir),

Membuat berita acara penilaian yang ditandatangani tim teknis
penilaian kinerja dan perwakilan Perangkat Daerah.

Tahap Pelaporan

Hasil dari evaluasi penilaian kinerja Perangkat Daerah dituangkan dalam
Laporan Hasil Penilaian (LHP} yang memuat hasil pengisian instrumen
penilaian.

METODE PENILAIAN

Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penilaian diperojeh melalui
pemeriksaan dan pengumpulan berkas, dokumen serta kuesioner yang
dibangun berdasarkan hasil persilangan antara sejumlah prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik dalam menjalankan pemerintahan dan aspek yang
harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

A. Prinsip, Aspek dan Indikator

i.

Prinsip yang digunakan dalam penilaian indikator sebagaimana

tersebut di atas adalah:

a) Area Kinerja Utama adalah bidang tanggung jawab pokok yang
diambil dari sasaran strategis organisasi yang termuat dalam
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Rencana Kerja Tahunan setiap tahun. Masing-masing Aspek
minimal memiliki 1 (satu} Key Performance Indicators {(KPI). KPI
untuk Sasaran Strategis dapat menggunakan indikator Kualitas,
Kuantitas, Biaya, dan Waktu, atau indikator lain yang bisa dengan
mudah diukur pencapaiannya.

Target dari setiap KPI harus sejalan dengan target-target pada
Rencana Kerja Tahunan. Contoh KP : Nilai SAKIP, jumlah temuan
Inspektorat/BPK, Indeks Pelayanan Publik, jumlah pengaduan,
dispilin pegawai, kondisi kantor, dan lain-lain.

b) Key Performance Indicators (KPI} adalah indikator yang terukur
untuk menilai kriteria yang dimaksud. Setiap KPl harus dapat dinilai
secara kuantitatif menggunakan standar/skala yang sudah
ditetapkan bersama, dilengkapi dengan dokumentasi sebagai unutk
mengurangi subyektifitas dalam penilaian.

c¢) Bobot KPl ditentukan berdasarkan Proses Analisis berdasarkan
Hierarki (Analytic Hierarchy Process). Total bobot pada seluruh
kriteria berjumlah 100% dimana masing-masing bobot pada area
Indikator Aspek Utama berjumlah 60%, Indikator Aspek Penunjang
35%4 dan Self Assesment 5%/

d Target yang ideal adalah target yang “Menantang namun dapat
dicapai”, artinya kemungkinan untuk berhasil mencapai target
tersebut lebih kurang 50%. Metode penentuan target bisa
berdasarkan historical (pencapaian tahun sebelumnya), berdasarkan
trend/ forecasting (tren atau perkiraan), berdasarkan benchmarking
(perbandingan dengan organisast sejenis pada suatu wilayah), dan
berdasarkan simulation result (hasil simulasi oleh tim riset internal)
dan berdasarkan Target dari Gubernur. Penulisan angka target
dapat berupa persentase (%), nominal atau rupiah (Rp}, jam, hari
dan sebagainya tergantung pada jenis KPl-nya. Target harus
memenuhi kriteria :

- Spesifik : Menyatakan secara jelas yang akan dicapai
Terukur : Hasilnya dapat diukur

- MasukAkal : Sasaran menantang tapi dapat dicapai

- Realistik : Sejalan dengan fungsi jabatan

- Batas Waktu : Mempunyai Batasan Waktu

- Konsisten : Ukurannya konsisten dari waktu ke waktu

- Terus Berkembang : Menunjukkan upaya perbaikan
berkelan jutan

e} Realisasi diperoleh dari hasil kerja aktual yang dicapai pada periode
penilaian

Aspek yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, meliputi: 1) Aspek Utama yang terdiri
dari Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Manajemen ASN,
Manajemen Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah; 2) Aspek
Penunjang yang terdiri dari Pemerintah yang Transparan dan
Akuntabel, Pelayanan Publik yang Baik dan Berkualitas, Kondisi kantor
yang representatif dan teratur; 3) Self Assesmen pelaksanaan Budaya
Kerja IHKLAS Provinsi Kalimantan Utara .

Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang
dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh
30 kriteria dan 64 indikator penilaian (sebagaimana disajikan pada tabel
1.5
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i Tabel 1.1
| ASPEK, INDIKATOR DAN BOBOT INDEKS PENILAIAN KINERJA PD
| N Key Performance Bobot
o Hstesin Ins(r!.icators (KPI) Rumus KPI
| A Aspek Utama BOBOT TOTAL ASPEK 60 %
| Pelaksaaan Tupoksi {15%)
Realisasi sasaran
OPD
Sagemam OFIF @ | cesciesumsormmmsenicns X 7;99
100% °
g;:;sggi?]g e Target Sasaran OPD |
L 15 Jumlah Pejabat
jawaban = " 0,71
Tupoksi Perjanjian Kinerja Struktural/Jumlah %
i PK*100% |
Penilaian sesuai L07
LkjIP Sistematika - v
. Pelaporan %
(EWL-ZWL tidak 1,07
LH!_(PN_/ LETEASH lapor)/EWL*100% %
Program Kegiatan _
| Kesesuaian Rexge
i 9 aDrcl)Er;imen Persentase Kesesuaian | ......ccoceviiniinnnnn. X | 55
: B b o Program Kegiatan 100% :
, -
? e Program Kegiatan
. . pada Renstra
[ Perseptase temuan hasil :
pemeriksaan Frekuensi Itemuan
Inspektorat/ BPK/Inspekt | Al n-l terhadap | o4
seluruh
orat Jendral pada tahun %
pemeriksaan dengan temuan pada tahun
tahun sebelumnya s n-1
. _ Jumlah temuan
Pessmendilian Persentase temuan hasil | yang ditindaklanjuti
3 Brmaanes pemeriksaan 112
Pemerintah Inspektorat/ BPK/Inspekt | .....coocoeviiiieinnnnnn.. X g y
orat Jendral yang 100% =
ditindaklan juti
Jumlah temuan
Perangkat Daerah
Pedoman Evaluasi memiliki daftar 0.5]
Bepturan Kepentingan ideptifikasi bepturan %
kepentingan
= Total Bobot 15 %
Manajemen ASN (15%]
Jumlah ASN saat ini
Kebutuhan Pegawai
4 Ezg?g:?va:ira],n (Perbandingan Jumlah | ... X 0;27

o |

ASN)




22

" Jumlah ASN yang
ideal

Dokumen Analisis
Jabatan yang di
mutakhirkan

Ada/tidak ada

Pemenuhan fungsi
administrasi kepegawaian
yang sudah dilengkapi

Dokumen
Kepegawaian

|- adaftidak adanya |

usulan formasi
kepegawaian
untuk memenuhi
perencaaan
kepegawaian

- ada/tidak
dokumen
penjagaan
pensiun

- ada/tidak
dokumen
penjagaan
kenaikan pangkat

- ada/ftidak
rencana
pengembangan
kompetensi
pegawai

1,18
%

1,70
%

Kendali Gaji Berkala

lengkap{ada,

Daftar Usulan Kenaikan
Pangkat

Update, dijalankanj)
100

Rencana Pengajuan Cuti
ASN

hampir lengkap
(ada, update, tidak
dijalankan

Usulan Pemberian
Penghargaan

sepenuhnya) 65
kurang lengkap
(ada, tidak update)
30

tidak ada O

Dokumen kepegawaian
yang terbaharui dalam
DMS

Indeks
Profesionaltias
ASN

0,27
%

0,27
%

0,27
%

0,27
Y%

Jumlah Dokumen
Kegawaian sudah
dilengkapi

Target Jumlah
Dokumen
Kegawaian yang
dilengkapi

1,69
%

Rata-rata IP ASN

Rata-rata nilai
Indeks
Profesionalitas ASN
pada Perangkat
Daerah

8,83
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e Total Bobot | 18%
Manajemen Keuanqan {15%) i
Realisasikeuangan
tahun n-1
RealisasiKeuangan 100% 4:,?6
0
Total anggaran
Realisasi tahun
7 Keuangan dan | o - n-i
Fisik Program Realisasi Fisik tahun
dan Kegiatan n-1
Realisasi Fisik 100% 4;?6
0
Total anggaran
tahun
n-1
Laporan 396
Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Ada/tidak ada ;,/0
Keuangan
Penatausahaa
o @ Jumlah laporan
8 | Pertanggung keuangan bulanan
jawaban Penatausahaan 1,32
Laporan Keuangan 100% | %
Keuangan [
_Jumlah bulan (12)
_ ‘Total Bobot 15 %
Pengelolaan Aset Daerah {15%] ]
Jumlah
perencanaan barang
dalam DPA
o e Barang dalam RKBU
e (N et s 3
9 RKBU yang terfasilitasi dalam 100% 3,3%
DPA
Jumlah
perencanaan barang
dalam RKBU
Jumlah Pengadaan
Barang/Jasa yang
menggunakan e-
katalog
1 Prodesur Pengadaan Barang/Jasa 183
0 Pengadaan yang menggunakan e- 1000/ """" = ’o/
Barang/Jasa | katalog > R
Jumlah Pengadaan
Barang/Jasa yang
wajib e-
I N katalog ol




Penerimaan
Penyimpanan
dan
Penyaluran

Dokumen Penerimaan

Penerimaan barang
sesuai dengan BAST

Dokumen Penyimpanan

Barang persediaan
seusai dengan stock
opname barang

Dokumen Penyaluran

Distribusi barang
persediaan seusai
dengan buku

distribusi barang

2,2 %

Penggunaan

Penggunaan barang
sesuai peruntukan

Surat
penun jukan/ surat

Jumlah barang yang
di punakan

1,6 %

—

Penatausahaa
n

Dokumen Penatausahaan
barang

Jumlah dokumen
yang ada

Jumlah dokumen
vang wajib ada

1,61

Pemanfaatan

Pengamanan
dan
Pemeliharaan

Aset yang tidak
dimanfaatkan

ITotal aset yang
dikuasai - Ljumlah
aset yang
tidak digunakan

ITotal aset yang
dikuasai

2,08
%

Dokumen kepemilikan

lengkap(ada,
Update, dijalankan)
100

hampir lengkap
(ada, update, tidak
dijalankan
sepenuhnya} 65
kurang lengkap
(ada, tidak update)
30

tidak ada O

0,6 %

Pemeliharaan barang

Jumlah barang
wajib dipelihara




Jumlah barang
dalam kondisi rusak
ringan yang
dipelihara
Keputusan
Tuntutan Ganti Rugi
1 [ Tuntutan ganti | Tingkat pengembalian " 1,18
- AT Ry [ B ¥
6 | rugi atas barang hilang/ rusak 100% Yo -
Ibarang hilang
Total Bobot 16 %
Grand Total 60 %
B.Aspek
_ Penunjang BOBOT TOTAL ASPEK i 35 % .
Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel (17,50%)
Evaluasi atas
implementasi
1 Sistem Nilau SAKIP yang 13.12
7 Akuntabilitas Predikat Nilai SAKIP diperoleh pada 0}
Kinerja tahun penilaian =
Instansi
Pemerintah
Penyampaian
Laporan tepat waktu
L
1 K? Ifg g:n Ketepatan waktu nilai 100% 438
s | Snsema penyampaian laporan - L "
Pt (batas per 31 Maret) Penyampaian
Laporan tidak tepat
= | waktu nilai % o
Total Bobot 13/’5
| il =m i o
Pelayanan Publik yang baik dan Berkualitas (11,67%)
Indeks Pelayanan
Publik Tahun n -1
Indeks | L et X
é Kepuasan ﬁlurvey alifptuasan 100% 3:,54
Masyarakat HRR -
Target Indeks
Pelayanan Publik
tahun n - 1
perhitungan
berdasarkan
Saluran pengaduan Permenpan No 17 0,6 %
Tahun 2017
= __(52aK)
o | Pengaduan e | e
Regulasi pengaduan pengaduan (SK) niiai %
| 100 |
| Pengaduan Tahun n | 102
Tindak lanjut pengaduan J yang ditindaklanjuti | ’D/
(1]
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|
Pengaduan tahun n

| Nilai 100% bila

| memiliki Inovasi

(dibuktikan dengan
dokumen terkait)

Inovasi yang ada pada 1,52
0
Perangkat Daerah | Nilai 0% bila tidak %
memiliki Inovasi
(dibuktikan dengan
dokumen terkait)
Jumlah Inovasi yang
? Inovasi berjalan
Inovasi yang berjalan | .................e. x 100% | 1,85
pada Perangkat Daerah %
Jumlah Total Inovasi
pada Perangkat
Daerah
Mendapatkan
Inovasi yang masuk Penghargaan (190%) 2,38
~r : -
dalam kompetisi Nasional fikos selclin Yo
) . _| administrasi (50%)
Total Bobot 110,/((’57
Pemerintahan yaniz Representatif {5,83%)
Tersedia tempat parkir
yang aman, nyaman dan
mudah diakses
Tersedia sarana tunggu
vang nvaman
Tersedia sarana toilet
khusus pengguna . ..
layanan yangggll;ersih, Skoring kondisi
sehat dan memadai o berdasarkgn
9 Tersedia sarana ?irrztur:n Menteri 0.54
5 Kondisi Kantor | prasarana bagi pengguna P e 3
jayanan berkebutuhan - .Ne'gara da.n =
. Reformasi Birokrasi
| Tersedia sarana Nomor 17 Takum
a r 2017
penuniang fainnva
Tersedia sarana front
office untuk layanan
konsultasi —
Tersedia sarana front
office untuk layanan
L — | pengaduan -
Perbandingan SOP Jumiah SOP yan
2 kelengliapen terhadap Eegiatan yang ada pada Peraﬁgkgt 1,32
g | St ada pada Perangk Daerah yg dinilai 9
Matilieouns p rangkat aerah vg dinilai Yo

Daerah
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Jumlah kegiatan
pada Perangkat
Daerah yang
dinilai

Telah disusun peta

proses bisnis yang sesuai

dengan pedoman

penyusunan Peta Proses

Bisnis

a. Seluruh peta
proses bisnis telah
disusun sesuai
dengan pedoman
penyusunan Peta
Proses Bisnis
Kementerian /Lemba
ga/Pemerintah
Daerah (100%)

b. Sebagian peta
proses bisnis telah

| disusun sesuai

' dengan pedoman

penyusunan Peta
Proses Bisnis
Kementerian/Lemba
ga/Pemerintah
Daerah (66%)

c. Peta proses bisnis
belum disusun
sesuai dengan
pedoman
penyusunan Peta
Proses Bisnis
Kementerian /Lem ba
ga/Pemerintah
Daerah (33%)

d. Peta proses bisnis
belum/tidak
disusun (nilai 0}

1,32
%

Standar
Pelayanan

Ada tidaknya Standar
Pelayanan

Total Bobot

~_ Grand Total

Nilai 100% bila
memiliki Standar
Pelayanan
{dibuktikan dengan
dokumen terkait)

Nilai 0% bila tidak
memiliki Standar
Pelayanan
(dibuktikan dengan
dokumen terkait)

2,65
%

5835

3w %
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(5%))

. Self Assesment | BOBOT TOTAL ASPEK | 5%
Eftsien _
Kejujuran -

Integritas Anti Gratifikasi 1’087
Pelavanan Prima &
gisip}in : Hasil kuesioner

onsi1stens: Budava Keria

Komitmen Tepat berdgsark:x]n 03?2
Berdedikasi a
Panutan

Hasanah Peka terhadap O:,j7
lingkungan 4
Dapat dipercava

8 Loyalitas Tanggungiawab Peraturan Gubernur 05&6
Ketaatan dan Kepatuhan Kalimantan Utara o
Transparan Nomor 58 Tahun
Akuntabilitas | Legalitas 2020 1321
- Yo
Keadilan
Semangat dan Keje Keras 0,47
Motivasi Tangg_u b %
§ Kreatif
Total Bobot 5%
(Bobot Aspek i
Umum {60%) +
Bobot Aspek 100
Grand Total s (;l;;%, il
Self Assesment




poc

PETUNJUK PENILAIAN KUESIONER
SELF ASSESMENT
BUDAYA KERJA

1 [Pernyatoan

Hawaban

| Cendn.u'u trriihat memlhmndi dan tidak berupaya mempercepat penyelesainn pekerjaannyd sehinggs selalu

kel duan 7k

sesuai dengan jawaban dari responden maka val dari kuesioner no 1adalah 5 karena jawaban responden sangat tidsk sesusi
dengan peenryat aan yang dberikan (untavowrablel berdasarkan siala pendaian berikut

Sangat Tidisk
Sesusl

| INTEGRITAS

Indilator

Penitaian ndikator

Efisien

Shala Milal:

Cendrung terlihat menunda-nunda dan tidak berupaya mempercepat penyeesaian pekeriaannya sehingga selak
" mendapatian keluhan/womplain

2 Terlihat bau mulai membiasakan dirl untuk melakukan TUR3sNYa Secam Cepk, tangkds dan segera, walaupun lerkadang
terlihat menunda-nunda dan dak berupaya mempercepst penyeiesaian dan masib terdapat keluhan / komgiain atas
pelmlaanmp sn-hmua sering dapatkan kelihan/kom e

3 ¥ dakuban ya secars cepat, tangkas dan segera, walaupun terkadang wriihat menunda-nunda dan tidak
berpaya paicepat p lesaian dan mash terdapal kelohan / komplain #tas pekerjaannya

4 Berupaw melalukan tugasnys secars cepat, tangkas dan segera, sers tampak tidak terbiasa menundd Mau mempermbat
peiyelenaian pekerjaanmya sehingga Sdak ada ketuhan/komplain

5 Tampak terbiasa berupaya melakukan tugasnya secara tepat, tangkas dan segera, serta tampak tidak terbiasamenunda atau

memperiamiat peryeleusisn pelerjaannyalebih cepat dart S0P SKPD

Kumsioner

Delinisi:

Mampu mentalacias, tugas dengan tepat dan cermat, berdayaguna dan bertepat guna

L INTEGRITAS

Penllaian indihator

Suemiper
Data

Efislen

Skala Nilai:
Cendrung terfhat menunda-nunda dan lidak berupaya mempercepat penyelesaian pekerjaannya sehingga selafu

Lkt n .

L

2 Terlihat baru muai membsakan diri umuk metakukan tugasiya secara cepat, tangkas dan segera, walaupun ‘erkadang
triihat menundanunda dan $dak berupaya mempercepat penyelesaian dan masih terdapat keluhan / kompilain atas
pekeriaannya sehingga sering mendapatkan keluhan/komplaln

1 Berupdva melalukan tugisny secara cepal. ngkas dih segera, walaupyn terkadang terihat menunds-nunds dan Bdak
berupaya Pat penyelesaian dan masih terdapat keluhan / lomplain atas pekeriaannya

4 Berupava melih:kzn tuganya secara cepat, Bngkas dan segers, serta tampak tdak terbiasa menunda atas memperlambat
Peryelevaian pekerjaannys sehingga tdak ada keluhan/komplain

5 Tempak werblasa berubdya melahukan tugasnya secara cepat, langkas dan sepera, serta tampak tidak terbiasa menundaatay

Xuesloner

mampaiiimbal penyelsisian pekeriaannya lebih cepat dari SOP SKPD

Drefinisi:

Mampu menislankan tusas dengan berdayaguna dan berepat guna

1. INTEGRITAS

Indikator

Penilalan mdkator

Sumber

Kejujuran

Skalanilai:

Tidak bersikap profesionat dan belum bisa menyesuaikan di dalam setiap situasi dan kondisi, baik di nglungan inernal

maupyn ekstermal cganisasi

2 Usaha untuk bersikap profesional dan mevesuaikan diri dalam setiap situasi dan kondisi, bak di lingkungan imermal D
eksernal organisasi mulal tarfihat namum betum menunjukkiin progress yang oyata

Berupaya bersikag profesional don berupaya menyesuaikan dri dalam sstiap situasi dan kondisi, baik dilingkungan Intesnal
organisasi, d duasi dan imp SECara s belum dilakukan secan konsisen

4 Bershap profesional dan berupaya menvesuaikan dirl dalam setiap situasi dan kondisl, bak di lingkungan inernal maupun
eksternal organisasi dengan mebkukan evaluasi dan improvemnent secara sistematls

Selalu memperiihatkan sikip profesional dan mampa menyesoalkan dri dalam setiap stuasi dan kondisi, baik di Ingkungan
internat Maupun eksternal ocganisasi dan metakukan evaluasi dan Improvement secara sistematis secara efektt

Kuesioner

Definlsi:

'Bersurﬂuhwh dalam menjalankan pekeriaan

|, INTEGRITAS

Inchikator

Penlalan Indikator

Sumber

ki
Gralifikasi

Skala Nilai:

1 Tidek mengetahul peraturan terkalt Anti Gratifikasi dan tidsk bensaha mencari ahu sehingga sering ®riadi pengenaan
sanksi administratif dan sarksi finansil atas petanggaran peraturan tersebut

1 Mengetahui Peraturan pecaturan terkait Anti Gratifikasi namun belum sepenuhrya melaksanaksn sesuai dengan ketentuan
¥eng bertaku sehingga mash terdapat pengenaan sanksi administratif dansanksi fransial atas pelanggaran peraturan
weriehut

3 Mengetahui Peraturan peraturan terkalt Anti Gratifikasi namun belum sepenuhnya meldsanakan sesuai dengan ketentuan
varg beraky sehingga mash terdapat pengenaan sanlal administratf #3s pelanggaan perdturan erebut

4 M dh dan metak kan peraturan terkait Anti Gratifikasl sesual dengan ketentuan yang berlaku tidak pernah dkenakan
sanks| atks pelanggaran pevaturan tersebut

5. W hi dan melak: kan peraturan terkadt Ant Gratifikasi dan selalu mengikut perkembangan atas pefaturan ®rsebut
sehingea SKPD tdak pemsh dkenakan sanksi atas gelanﬂaran pualuran tersebut

Yuesioner

Definisi:

Tidak

segala jenis pomb uang, barang rabat, komisi dan fasilites lainnya yaog berhuhuing andengan peheraan
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L INTEGRITAS

Penilaian Indikator

D

Sleala Milgs:

1 Tidak memiliki mncana kerja yang ampak jelas, tidak ads keselarasan oganisasional mencapai sasaran yang ielah ditetankan
sehingga hast yang ditetaphan sefing tidak tercapai

1. Masih membutuhkan banysk bimbingan agar bsa bekera secar sistemts dan terencana untuk melaluskan proses kefja agar
sesub proseduryang bedakuguna capai yang telah ditelapl

3 Berupm untui: melakukan proses kerjs sebaik mangn sesual prosedur yang beraku Fund mencapa sasaran yang elah

Prima

beriican hasil yang relatit balk, namun sesekalt membutubkan penjelasan untuk menentukan proses
heqavancseharumya dan belum secara konsisten melakukan improvement secara konsisien
4 Berupaya untsk mebkukan proses kerja sebaik mungkin sesuai prossdus yang berlaku guna mencapai sasaran yang telah
ditelapkan dengan memberikan haxsilyang werbaik sera bertanggungiawab terhadap pekerjaan vang dilaiukan dengan
melakukan naprovement secarakonsisten
5 Setaluy malakukan proses kerfa sesual prosedur yang berlsku guna mendapai searan yang telsh ditetapkan dengan
membernkan hasil yang terbeik sera bertanggungiawab terhadap pekerjaan yang dikakuk gan mengg pendekatan

yaing ststematis

Dhe £1 rdsi:

Kueshoner

|Memberikan pelayenan erbaik wsuai::lpnhan standar pelayanan yang ditetapkan

I, INTEGRITAS

Penllaien Indikator

Distplin

SkalaMilai;
1. Bekerja tanpa memperhatkan petaturan sehingga sering dikenakan hukuman disphn

1. Melaksanakan peraturan namun Frekuensi huduman displin masih sering teradi
3 Melaksanakan peraturan dan tidsk pernah dikenakan sanist atau frekwensi hwkuman displin jarang terjadi

4 Memshami danmelaksanalian per sturan sehingga tidak permah diberikan sanks! terkait pelanggaran disiplin

Memahami dan melaksanakan peratur an yang beriaku sehingga tdak pernah diberikan sanksi it pelanggran displin dan

5y pean i dalam aran atay pengembangan dan ikan dispi

Definisi:

| Kezanggupan untuk menaati kewagiban dan menghinid sritacangan yang ditentukan daiam peraturan perondang-ondangan danfitau pevaturan kedinasan

|Bekurjt dengan mencurahkan seluruh piloran, tenigl dan waktu yang, dimiliki untuk mewujudian keberhasian

11 KOMITMEN
Sumber
Indikator Penilalin Indtistor
| e
| Skalailal.
1 feinginan untuk membanty au melayani dalam rangka memenuht kebutuhan pelanggan ivtemal maupun eksternal belum
terbent uk
2. eingingn untuk membantu atau melayani dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan internal mavpun eksternal masih
membutuhkan bimbingan dan orang lain
| Kansisten .
= 2 Berkeinginan unuk membantu 3au Mmelayanl dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan internal maupun eksternal Hoesiogey
4 Terihat proaktf membantu atau melayani dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan imemal maupun ekslernal, dengan
hasil rata-rita baik
5 Selabr proaktif bany sty melayani dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan internal maupun ekstemalsecara
honsisten 2 hasil yang mermyaskan
Deafinisi:
|Bebnria dengan cepenuh hati dan tetap produktif dalam kexdaan apapun
0. KOMITMEN
Indlkator Penlialan Indiketor s‘"m“'"
Shals Nilak:
1 Sering mengambd tindakasn dan kepulusan yang bukan menjadi wewenangrnwa dan anggap Sehagai suats keketiruan
2 Masih membutshkan banyak bimbingsn untuk menentukan tindakan dan pengambilan kepulusan karena lebih sering
firdahan yang dilslokan dan keputusanyang dambil bukan dalim bates wewsnangnya dan dianggap sebaga sudiu kekeliruan
Tepat
e 1 Dalam melakub dakan dan m il K an didakukan sehagaimans r dan maih terdagat keputusan yang Rensigra
diambil buian dalam batas wewenangrya
4 Mampirsemua tindakan yang dilakukan dan keputusanyang diambll dapat dilakukan iebagaimana mestinva sesual dengan
WEWENINETYD Mistinyd Serta mendatangkan manfaal secara optimat
% Semua tindakan yang diakukan dan keputisan yang diambil dapat ddakuk hagai tinya mestirya sesual dengan
a Ehya sl datanghan manfaat secara optmal
Derfinisi -
|Bekerja dengan baik untuk mencapal output/tiuail yang telah ditetapkan
1. KOMITMEN
IndHkator Penilaian indikator Bumber
Daka
Skad Nilai:
1L Tidik memiliki arah dan sisarsn masa depan serta tindakan yang hans diakukan, secara jelas.
2 Masihmemeriukan bimbingan atas arah dan sasaran masa depan sera menteremankannya meriadi tindakan vang harus
chilpkulan.
[Bercedias 3 Memilki aah dan sasatant masa depan yang ingn dicagai namun belum sepenunityd disents dengan tindakan-tindakan yang | Kuesioner
harus dilskuskan dengan melakukan evahasi dan improvement secar sistematis
4 Menstapan aph dansasaran masa depan serta menter) b ¥ Yadi ¥rdakan yeng hacus dilakuken,
5. Memiliki amh dan sasaran masa depan yang ingin dicapal serta memperbabaryi tindakan-tindakan yang harus dilakukan,
sesunl dengan pavhembiangan dan keberhasilan yang telah dica sl
Definist :
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M. HASANAH

indHcator

Panlalan Indikator

Sumber

Panutan

Skala Nitai:
i Cendrung erlihat menundanunda dan Udak berupayd mempercepat penyelesaian pakerjaannyd sehingga selsly
' mendapatkan kel uhan/komplait

2 Terlihan baru mulsi blasakan dirl untuk melzkukan tughsnys secam cepat, tangkas dan segera walaupun wrkadang
terlihat meaunds-aunda dan tidak berupaya mempercepat penyelesaian dan masih terdapat kefuhan / komplain ats
peleriaannya senngga sering mendapatan keluhan/komplain

1 Berupaya melakuksn Wgssnya secan cepat, tangkas dan sagerd, walsupun terkadang erlihat menunda-nunda dan tidak
berupaya mempercepar penvelesatn dan masih terdapat keluhan / komplain atas pekerjaznme

4 Berupand rrebkukan tugsnya secara cepat, tangkas dan segeta, sera tampak tidak terblasa menunda #tau memperkmbat
penvelesaian peheriaannya sehingga Bdak ada keluhan/homplain

5 Tampak iasa berupaya melakd gasnya secara C4pal, tangkas dan segera, serta tampak idak terbiasa menunda atau

rami valesaian pekerjaannya jebh cepat dari SOP SKPD

Kuesioner

Definisi:

|Mermnilki priloku yangbaik terhadap rekan keda dansesama sesai dengan norms yang, beriaku bak di dalam staupun di luar linsluraan kerja amr dapat

11, HASANAH
Indikator Penilaian Indikator Surnber
Du t
Skalatilai:
5 Betum bisa menyesuakan sikip dan twtur katanya dengan nomna yang berlaku di masyarakat, seria lingkungan
per ¥ b cerder wendiri
2 Mzth membutuhkan barwak bimbingan agar bisa menyesualkan skap dan tutur katanya dengan nomna yang berbku di
Peka masyarakat, serta finglungan pertemanannya masih memikh-miih
Terhadap (1 Umumnya bershap dan bertutur kata bavk ses uginorma yang berlaky dimasyarakat, namun pertemanandengan orang kin Kuesioner
Lingk ungan maih mendrung ®rass formal
& Bersikap dan berwtur kata bak sesual norma vang beraku di masyarakat; Berteman di mana saja; Orang laid memsa nyaman
berkomundkast dan dekat denganwa
5 Seblu bersiap dan bertutur kata baik sesuai nomma yang beelaku d masyarakat; Bertmman di mana saja Orang Bin mensa
myramankts i tn dekat dengarnya
Definist:
Memibki sifat iepa sefira dan peduliterhadap lingoungan bekeria
IV, LOYAUTAS
Indllator Penilalen indikatos utrber
Data
Skala Nilal:
1 Selaluach dat dan informas mhasia yang digunakan cleh phak yang tidak berkepentingan
2 Radang-kadang ada data dan informasi 1ahasia yang digunakan oleh pibak yang tid ak berkepentingsn
Dapat )
Dipercaya |3 Mamphr tidak ada data dan inbormasi rahasila yang diguniakan oleh phak yang tidsk berkepentingan Resstae
4 Selsy menjaga data dan informasi mhasia secara konsisten dengan hasil yang memuaskan
5 Tidak aca data daniniormasi rahasia yang digunakan oleh pibak yang tidak berkepentingan
Definisi:
Dapat menyimpan rahasia instansi, bak dats informasi instansi yang dapal dipergunokan oleh pihak yarg tidak berkepentingan
. LOYALITAS
Inciator Penilaian hdikator e
Diata
Skab Nilai:
L Sering mengambil tindakan dan keputusanvang bukan menjad wewenangnya dan dianggap sebagal suat: kekeliruan
- Masih membutubkan banyak bimbingan untuk menentukan tindakan dan pengambilan keputusan kasera lebih sering
Tanggung kan yang diakokan dan hepuy yang diamibd bukan dalam batas wewenangnya dan dianggap sebagai suatu kekehcuan
bwab 3 Dalam melakuk dakan dan ot keputusan ditakukan sebagaimana mestinys dan mash terdapat keputusan yang T
diambll bulan dabm batawewenangrva
4 Hampir semua tindaksn yang dilakukan dan keputusan yang diambil dapat ddakukan sebagaimana sers mengatangkan
manfast secarz optmal
5 Semus tihdskan Yang dilakukan dan kepuw yang diamb# dapat dilakukan sebagaimana mestinyasena mendatangkan
manfaatsecara optwnal
Defintsi:
Mampu mengembsn Wgas dengan benar. beani mengambil resiko terhadap keputusan yang dambil
IV, LOYALITAS
Indikatar Penilaian indikator Sumber
Data
Skala Milai
1 Tidak getahui Peraturan Orga i sehingga dan ndak berusaha menan @hy
Besatm 1 Mengeiahwi sebagian Peraturan Omganisasi namun belum sepenuhnya melaksanaken seuai dengan ketentuan vwng berlaku
dan 3 X Kuesioner
Kegatuhan 1 Mengetahui Peraturan Organisas! namun batum Sepenuhnys melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang bertahu
4 Mengetshui dan melaksanakan sepenuhnya Peraturan Organisas sesual denen ketentuanyang berlaku
5 M hi can melak Peraturan Organisasi sehingga dd ak pernah diberikan sanksi teckait pelanggaran Perturam
Organisast dan berperan aktf dalam memberkan saran yang membangun
Definisi:

Kesanguupan untuk mentaatl segils peraturan yane berlaky, kebiakan dan perintah atasan dan tidak melansewr aturan'ang ada dan memanians f rol




B. Laporan Pemeriksaan

L.

Pengertian pelaporan penilaian Kinerja

Laporan penilaian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap tim
evaluator. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan
penilaian kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap
penilaian kinerja.

Tujuan pelaporan penilaian kinerja

a Memberikan informasi penilaian kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,

b, Sebagai wupaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Format laporan penilian kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tim evaluator yang
melaksanakan penilaian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

a. Metode Penilaian;

b. Uraian singkat organisasi yang dievaluasi;

¢. Hasil penilaian kinerja;

d. Kesimpulan dan Rekomendasi kinerja untuk setiap sasaran strategis
atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya
terwujud

{Contoh Format laporan penilaian kinerja terdapat pada anak lampiran 1)

{(Contoh Format berita acara penilaian kinerja terdapat pada anak lampiran

2

C. Bendera Opini

Bendera Opini di letakkan pada bagian Front Office Perangkat Daerah,
untuk Biro di letakkan pada meja Kepala Biro. Penempatan Bendera
berada di atas meja kerja dengan dipasangkan pada tiang bendera mini
setinggi 25-30 cm.

Bentuk dan Ukuran Bendera Opini

1,

Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Sangat Baik diberikan
Bendera Opini Warna Biru, sebagai berikut:

20 cm




2. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Baik diberikan Bendera
Opini Warna Coklat, sebagai berikut:

SRS

30cm

3. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Cukup diberikan Bendera
Opini Warna Abu-Abu, sebagai berikut:

20cm
20 cm

30cm

4. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Kurang diberikan Bendera
Opini Warna Hitam, sebagai berikut:

¥

20cm

ko




Sertifikat

Sertifikat yang diberikan pada Perangkat Daerah di letakkan dalam
ruangan Kepala Perangkat Daerah.,

1. Sertifikat Penghargaan Perangkat Daerah
a. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Sangat Baik diberikan
Sertifikat, sebagai berikut:

GUBERNUR KALIMANT?
memberikan
PENGHAR GAAN
kepatia
{Nama Perangkat Daeran)

atas prestasinys dalam
Penilaian Kinerja Tahun 2021
dengan pradikat nifai

Sangat Baik - A (96)

TanjungSelor.
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

b. Perangkat Dacrah yang memperocleh nilai Baik diberikan Sertifikat,
sebagai berikut:

GUBERNUR KALIMANT

memberikan
PENGHARGAAN
kepada
{Nama Perangkat Daerah)
atas prestasinya dalam

Penitaian Kinera Tahun 2021
dengan predikal nilai

Baik - A (85)

Tanjung Selor,
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

o
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¢. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Cukup diberikan
Sertif1kat, sebagai berikut:

GUBERNUR KALIMANTAN U

memberikan
PENGHARGAAN

kepada
(Narma Perangkat Daerah)

atas prestasinya dalam
Penilaian Kinerta Tatwn 2021
dengar predikal nitai

Cukup - A (70}

Tanjung Selor,
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

d. Perangkat Daerah yang memperoleh nilai Kurang diberikan
Sertifikat, sebagai berikut:

GUBERNUR KALIMANTAN

memberikan

PENILAIAN
kepaca
(Nama Perangkat Daerah)
atas prestasinga dafam

Pengaian Kineyja Tahun 2021
dengan predikat nilai

Kurang - A (50)

Tanjung Setor.
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
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2. Sertifikat yang diberikan pada Individu adalah sebagai berikut :

u P

GUBENUR KALIMANTAN UTARA

memherikan

PENGHARGAAN
hepaida

(Nama Pegawai)
atas prestasinya dalam
Peniigian Kinerja Tahun 2021
Sangat Tinggl 91 - 100

Tanjung Selor,
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

) N
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PENILAIAN KINERJA INDIVIDU

(TAHUN PENILAIAN..........
NAMA:
NIP:
OPD:
NO [ DIMENSI PENILAIAN NILAI | KETERANGAN
A. | KINERJA (40%)
1 | Predikat SKP Sangat Baik, nilai = 100 R
2 | Predikat SKP Baik, nilai = 90
3 | Predikat SKP Cukup = 75 '
4 | Predikat SKP Sedang = 50
' 5 | Predikat SKP Kurang = 25
B. | DISIPLIN (30%)
' 1 |Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin,
: nilai = 100
|
2 | Pernah mendapatkan peringatan tertulis
' berdasarkan Laporan Hasi! Pemeriksaan,
i nilai = 70
i 3 | Pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan,
, nilai = S0
. 4 | Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang,
[ nilai = 0
: 5 | Pernah dijatuhi hukuman disiplin berat, R
. nilai = 0
C. | INOVASI (5%)
1 | Tidak memiliki inovasi, nilai = 0 i |
2 | Memiliki inovasi yang diikutsertakan dalam
lomba inovasi tingkat provinsi, nilai = 75
3 | Memiliki inovasi yang diikutsertakan dalam ’;
lomba inovasi tingkat nasional, nilai = 100
D. | PENGHARGAAN (5%) 5
| | Memperoleh penghargaan tingkat Nasional, | = ==
nilai = 100 '
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Memperoleh penghargaan tingkat Regional,
nilai = 75

Memperoleh penghargaan tingkat Provinsi,
nilai = 50

Memperoleh penghargaan antar Perangkat_ T

Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara,
nilai = 25

Memperoleh penghargaan tingkat
Provinsi/ Regional/ Nasional vang tidak
berkaitan dengan kinerja, nilai = 25

Tidak memperoleh penghargaan, nilai = 0

KEPATUHAN TERHADAP TERTIB DATA
KEPEGAWAIAN (20%)

Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai

Mengunggah dokumen penilaian SKP 2
tahun terakhir pada aplikasi DMS, nilai =
25

Mengunggah dokumen penilaian SKP 1
tahun terakhir pada aplikasi DMS, nilai =
15

Tidak mengunggah dokumen penilaian SKP
2 tahun terakhir pada aplikasi DMS, nilai =
0

E1l

Pengembangan Kompetensi

Menginput data
diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun
terakhir pada aplikasi DMS di atas 20 JP
per tahun, nilai = 25

Menginput data
diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun
terakhir pada aplikasi DMS di atas 10 JP
sampai 19 JP per tahun, nilai = 20

Menginput data
diklat/bimtek/workshop/kursus 2 tahun
terakhir pada aplikasi DMS di bawah 10 JP
per tahun, nilai = 15

1

Tidak ?ngr"xginput data
diklat/bimtek/workshop/kursus, nilai = 0
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EIII | RiwayatKepangkatan

1 | Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS
lengkap, nilai = 25

2 | Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS
kurang lengkap, nilai = 15

| 3 | Riwayat kepangkatan pada aplikasi DMS
. tidak ada, nilai = O I
I |

:_ﬁ/w Data Dasar [

1 | Data dasar pada aplikasi SIMPEG lengkap
| dan sesuai kondisi terkini, nilai = 25 |

I .

2 | Data dasar pada aplikasi SIMPEG lengkap
| namun belum dimutakhirkan, nilai = 15
|

3
I

| NILAI KINERJA INDIVIDU ---»
‘ KI=(A*40%)+(B*30%)+(C*5%)+{D*5%)}+{E*20%)

Data dasar pada aplikasi SIMPEG tidak [
lengkap, nilai = 0

SB=> 85
B = 76-84
C = 57-75
K= <57



Anak Lampiran 1

CONTOH FORMAT LAPORAN PENILAIAN KINERJA

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum metode penilaian secara
menyeluruh terkait waktu penilaian, objek penilaian, tahun
penilaian dan pembatasan penilaian.

Bab II Gambaran Umum

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Perangkat Daerah yang
dinilai, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

Bab IIl Hasil Penilaian

A. Gambaran Umum Capaian Kinerja
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap Indikator Kinerja sesuai dengan hasil penilaian kinerja
organisasi.

B. Uraian Hasil Penilaian
Pada sub bab ini diuraikan hasil penilaian berdasarkan
masing-masing Aspek kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen pendukung, beserta kendalan yang dialami oleh tim
evaluator saat melaksanakan penilaian.
Bab IV Simpulan dan Rekomendasi
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas penilaian kinerja
organisasi serta rckomendasi di masa mendatang yang dapat
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran:

1) Berita Acara Penilatan Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu
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Anak Lampiran 2

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KINERJA

BERITA ACARA
PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (PKPD)
(nama perangkat daerah yang dievaluasi)
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN .........

Nomeor R R R e e o

Pada hari ini, ... tanggal .......cccociiiiiian 5T
Tahun ................., telah dilakukan Penilaian Kinerja Perangkat
Daerah yang dilaksanakan oleh:

Loiiiiiciieiiniernieranenneen. (Nama seluruh anggota timj

Dalam proses Penilaian Kinerja ini telah diterima data dan/atau
dokumen sebagai berikut:

KATEGOR | s
I DATA/DOKUMEN CHECTKLIS

LKJIiP (UPT mengikut pada Dinas Induk)

Perjanjian Kinerja

Daftar WL LKHPN dan LHKASN

Dokumen Renstra

Dokumen Renja

I_,aporan hasil pemeriksaan InSp_ektorEt,
BPK, dan Inspektorat Jenderal

Aspek Rekapitulasi hasil temuan pemeriksaan
Utama Inspektorat, BPK, dan Inspektorat
Jenderal yang ditindaklan juti

Buku Jaga KGB

| Buku Jaga Kenaikan Pangkat f

Pengaturan Cuti Pegawai

Daftar Pemberian Penghargaan

SK Hukuman Disiplin

| Realisasi Fisik Tahun 2020
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Relisasi Keuangan Tahun 2020

DPA

DPPA

Laporan Keuangan Audited

Laporan Bendahara Pengeluaran
Bulanan

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

a. Neraca

B

b.LRA

c. LO

‘e. CaLK

d. LPE

Form BA Aset (ditandatangani oleh
Kadis/Karo dan Pengurus Barang) :

- Kontrak dan BAST belanja modal dan
persediaan

- Rekap aset yang tidak dimanfaatkan

- Rekap Barang rusak ringan

- SPJ Pemeliharaan barang rusak ringan
- Rekap barang hilang

¢. Surat Penunjukan penggunaan BMD

d. Dokumen kepemilikan barang
(STNK/BPKB dan Sertifikat Tanah)

e e—

€. Laporan Pengurus Barang :

- Laporan stok opname
barang/ persediaan

- Laporan mutasi barang/persediaan

- Laporan distribusi Barang/ persediaan |

|- KR

- KIB

Aspek
Penunjang

Daftar lnovasi Tahun 2020

Daftar Inovasi yang masih berjalan
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SK Petu_gas/ Admin layanan pengaduan

Laporan SKM !
|
Tindak Lanjut Pengaduan ]

| SOP

SK Standar f’él_ayanan-

Rincian hasil penilaian terdapat dalam lampiran berita acara ini
dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

SRR (¢ {1 o110 {41

Pimpinan Perangkat Daerah Ketua Tim Evaluator

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

/\/

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Dr: H.SURJAMSYAH, M. AP SEKRETARIS DAERAH %a

FLORA, S. SoS KARG ORGArNSAS ‘ ;-
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| SK Petugas/ Admin layanan pengaduan

Laporan SKM

Tindak Lanjut Pengaduan

SQP

SK Standar Pelayanan

Rincian hasil penilaian terdapat dalam lampiran berita acara ini
dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

cererannnneenen tGLDIN thY

Pimpinan Perangkat Daerah Ketua Tim Evaluator

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG
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| SK Petugas/Admin layanan pengaduan

Laporan SKM

Tindak Lanjut Pengaduan

S0P

SK Standar Pelayanan

Rincian hasil penilaian terdapat dalam lampiran berita acara ini
dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

_______________________________ tgl bln,thn

Pimpinan Perangkat Daerah Ketua Tim Evaluator

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG




